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I.1. LATAR BELAKANG MASALAH 
Prinsip kerahasian bank merupakan  salah satu hubungan yang menjiwai hubungan 
antara bank dan nasabah yang penting dalam menjaga kepercayaan nasabah terhadap 
lembaga perbankan . Prinsip kerahasiaan bank tersebut memberikan kewajiban bagi 
bank untuk menjaga kerahasiaan  nasabah. Kewajiban bank untuk menjaga 
kerahasiaan bank diatur dalam UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No 7 
Tahun 1992 Tentang Perbankan dan UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan 
Syariah. Kewajiban bank untuk menjaga  rahasia bank berdasarkan hukum positif di 
Indonesia mempunyai pengertian bahwa bank harus merahasialan nama nasabah dan 
jumlah simpanannya. R. Schindelholz mengatakan bahwa :” Bank secrecy, which is 
not defined in any specific legal provision, is understood as being the banker's 
obligation to keep confidential the facts learned in the course of banking activity .
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Tujuan dari kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan bank adalah menjaga 
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Tujuannya  adalah untuk 
kepentingan masyarakat, seperti yang dikatakan Gwendoline Godfrey oleh The rules 
around bank confidentiality continue to evolve, in many cases to the detriment of 
individuals but to the benefit of the public good. Since the global financial crisis, 




                                                          
1 Olivier Dunant and Michele Wassmer, Swiss Bank Secrecy: Its Limits under Swiss and 
International Laws, 20 Case W. Res. J. Int'l L. 541 (1998)   Available at: 
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Pada Tahun 2017 munculah Perpu No 1 Tahun 2017 yang kemudian menjadi UU No 
9 Tahun 2017  yang memberikan kewajiban kepada Lembaga jasa keuangan  untuk 
memberikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang berisi informasi keuangan 
sesuai standar perjanjian nternasional di bidang perpajakan untuk setiap rekening 
keuangan yang diidentifikasi sebagai rekening yang wajib dilaporkan. Kedua 
Lembaga jasa keuangan juga wajib menyampaikan laporan terkait informasi 
keuangan untuk kepentingan perpajakan yang dikelola oleh lembaga jasa keuangan 
tersebut selama satu tahun kalender. Laporan tersebut minimal memuat informasi 
mengenai a) identitas pemegang rekening, b) nomor rekening, c) identitas lembaga 
jasa keuangan, d) saldo rekening dan e) penghasilan yang terkait dengan rekening 
keuangan.  Regulasi ini memberikan kewenangan kepada  Dirjen Pajak untuk secara 
langsung  meminta data informasi keuangan tanpa ijin dari OJK  
Konsekwesi regulasi tersebut menimbulkan permasalahan hukum terhadap existensi 
hubungan antara bank dan nasabah yang menjadi hubungan yang mendasar dan esensi 
dalam keberlangsungan operasional sebuah bank.  Ketidakpercayaan masyarakat 
terhadap lembaga perbankan  merupakan hal yang perlu dicegah  sebagai dampak 
berlakunya UU No 9 tahun 2017. 
1.2. RUMUSAN MASALAH 
Dari latar belakang diatas perumusan masalah dalam penelitian ini adalah . 
1. Apakah  kewajiban pemberian informasi data nasabah oleh bank untuk 
kepentingan perpajakan tidak melanggar  prinsip kerahasiaan bank ? 
                                                                                                                                                                      




2. Bagaimanakah  hubungan kerahasiaan antara bank dengan nasabah setelah 
setelah  berlakunya UU No 9 Tahun 2017 ? 
 
I.3. TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan penelitian ini adalah menemukan dan menganalisis : 
1. Apakah  kewajiban pemberian informasi data nasabah oleh bank untuk 
kepentingan perpajakan ãtidak melanggar  prinsip kerahasiaan bank . 
2. Bagaimanakah  hubungan kerahasiaan antara bank dengan nasabah setelah  
berlakunya UU No 9 Tahun 2017 . 
 
I.4. MANFAAT/SIGNIFIKASI PENELITIAN 
1. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum 
perbankan. 
2. Memberikan masukan bagi praktisi yang terlibat dalam pengelolaan hukum 
perbankan.   
I.5. KAITAN DENGAN TEMA PENELITIAN UNIVERSITAS DAN UNIT 
Tema penelitian universitas adalah di bidang multikulturisme. Tema tersebut 
terkait dengan penelitian ini yang mengkaji faktor-faktor yuridis apa saja yang 
menyebabkan Undang-Undang Kepailian perlu segera diganti dan usulan  konsep 
perubahan yang dapat mendukung tercapainya tujuan hukum. Kaitan dengan 
tema unit yaitu Hukum dan Pembangunan Sosial Ekonomi, Politik serta 
Kebudayan yaitu bahwa penelitian ini akan dapat memberikan masukan bagi 






2.1.Dasar Hubungan antara Bank dengan Nasabah.    
 
Lembaga perbankan  keberadaannya sangat penting dalam kehidupan 
bermasyarakat khususnya dalam kehidupan perekonomian. Hal ini disebabkan 
karena lembaga perbankan khususnya, merupakan inti sari dari sistem 
keuangan setiap Negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang disebut 
sebagai lembaga intermediary bagi pihak yang kekurangan dana dan pihak 
yang kelebihan dana. Hubungan Bank dengan nasabah dapat dibagi menjadi 
hubungan yang kontraktual/eksplisit dan hubungan yang non-
kontraktual/implisit. Hubungan kontraktual adalah hubungan antara bank 
dengan nasabah yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Hubungan non-
kontraktual adalah  hubungan yang tidak tertulis tetapi menjiwai hubungan 
antara bank dengan nasabah. Hubungan kontraktual antara bank dengan 
nasabah  dituangkan dalam perjanjian baku. Hubungan non 
kontraktual/implisit  adalah hubungan bank dengan nasabah yang tidak 
dituangkan dalam bentuk tertulis  tapi hubungan tersebut menjiwai hubungan 
antara bank dan nasabah.  Hubungan non kontraktual/implisit terdiri dari 
hubungan kepercayaan, hubungan kerahasiaan dan hubungan kehati hatian . 
Hubungan kepecayaan merupakan essensi dari hubungan nasabah dengan 
bank. Hanya dengan kepercayaan nasabah  maka existensi sebuah bank dapat 
di jaga. 
Edward L.Symson, Jr mengatakan bahwa pentingnya kepercayaan masyarakat 




 Hubungan kehati-hatian mempunyai pengertian 
yang biasanya dihubungkan dengan cara bank dalam menempatkan dananya 
kepada pihak lainnya baik berupa pinjaman atau kredit maupun penempatan 
lainnya pada sisi aset.  Lembaga perbankan harus menerapkan prinsip kehati-
hatian dalam mendirikan sebuah bank dan pada saat bank tersebut beroperasi. 
Prinsip kehati-hatian tersebut menjadi kunci utama bagi sebuah bank untuk 
tetap  dapat menjalankan usahanya dalam dunia perbankan dan membangun 
serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.  
Hubungan kerahasiaan  antara bank dengan nasabah . 
Hubungan kerahasiaan antara bank dengan nasabah merupakan hubungan 
yang sudah ada sejak 400 tahun yang lalu, seperti yang dikatakan oleh 
Edouard Chambost : the most ancient  hint of the bank secret can be found in 
code Hammurabi, a low book written, or rather carved, in stone 4000 years 
ago in Babylon. But the first controllable and unmistakable secrecy provision 
is laid down in the rules of Banco Ambrosiano Milano of 1953. They say that 
the banker who violates his secrecy duty shall loss his licence . A similar 
clause adopted by the Hamburger Bank.
4
 
Hubungan kerahasiaan  ini merupakan hubungan mendasari  hubungan bank 
dan nasabah seperti dikatakan oleh  Abdulah S, ”The banks' duty of 
confidentiality is implied by the claim that it is difficult to set general rules 
dealing with breaches of confidentiality. In view of the intense competition 
within the sector, a bank's profitability depends on its ability to maintain its 
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 Zulkarnain Sitompul, 2006, Dasar Filosofi Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan, Seminar 
Nasional Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai 
Wahana Perlindungan Dana Simpanan Nasabah, 1 Juli 2006, hlm 2 
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 Werner de Capitani, 2014, Banking Secrecy Today, University Of Pennsylvania Journal Of 
International Law,Vol 10 (1), p.2 
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reputation and inspire its customers with confidence. Confidentiality is 
implied therefore from the very beginning of the banker-customer 
relationship”5. hubungan bank dengan nasabah  tidak hanya terdiri dari 
hubungan yang bersifat kontraktual atau diperjanjiakan secara tertulis saja 
.Istilah laiinya adalah bahwa hubungan bank dengan nasabah tidak hanya 
dituangkan dalam bentuk eksplisit dalam bentuk perjanjian yang tertulis tetapi 
hubungan bank dengan nasabah  juga dituangkan dalam bentuk yang implisit. 
Hubungan  impisit ini merupakan istilah lain dari hubungan yang bersifat non 
kontraktual. Hubungan bank dengan nasabah  yang implisit walaupun tidak 
dituangkan dalam bentuk tertulis tetapi hubungan ini  merupakan hubungan  
yang menjiwai relasi antara nasabah dan bank. Hubungan ini sangatlah 
penting dalam menjaga kepercayaan masayarakat terhadap lembaga 
perbankan. Hubungan bank dengan nasabah yang implisit merupakan salah 
satu faktor penting Keberlanjutan  beroperasinya sebuah bank. Demikian juga 
Hubungan kerahasiaan bank,  merupakan  hubungan yang implisit, Hubungan 
ini mewajibkan bank untuk menyimpan rahasia nasabah yang dipunyai oleh 
bank. Hubungan muncul tidak didasarkan perjanjian tertulis antara bank dan  
nasabah  tetapi hubungan ini menjiwai hubungan antara bank dan nasabah .  
Selanjutnya dikatakan bahwa pada perkembangannya   “Thus, confidentiality 
has become an explicit legal term in the banker-customer contract” 6 Since 
1924 and the Decision of The Court of Appeal in Tournier v National 
Provincial and Union Bank Of England , confidentiality has been recognized 
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as a fundamental pillar of the banker – customer relationship, existing as an 
implied term in the banker –customer contract.7 Pada perkembangannya dapat 
dikatakan bahwa walaupun hubungan ini bersifat non kontraktual tetapi 
hubungan ini dapat menjadi hubungan yang bersifat kontraktual karena hukum 
mewajibkan dalam ketentuan yang normative. 
 
          2.2. Pengertian Rahasia Bank  
Bank diberikan kewajiban untuk menjaga rahasia bank seperti 
dikatakan oleh Peter Kowlosky 
8
 Bank are obliged to maintain confidentiality 
about their business relationship with customers and about  their customer 
accounts. They must preserve banking secrecy or the banking secret  
(Bankgeheimnis) as it is called in German.    
Pengertian Rahasia bank menurut Pasal 40 UU Nomor 10 Tahun 1998 
adalah  keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. UU No 
21 Tahun 2008 Pasal 41  menyatakan bahwa rahasia bank  mencakup Bank 
dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah 
Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya. 
Menurut R. Schindelholz, Bank secrecy which is not defined in any specific  
legal provision  is understood as being the banker:s  obligation to keep 
confidential to facts learned  in the course of banking activity.
    
 Rahasia bank 
merupakan suatu kewajiban bank disatu pihak dan hak nasabah di lain pihak. 
Regulasi tersebut menyatakan bahwa yang harus dirahasiakan adalah 
                                                          
7 Robert Stokes (2011) The Genesis of Banking Confidentiality, The Journal of Legal History, 
32:3, 279-294, DOI: 10.1080/01440365.2011.627153  
 
8
 Koslowski P. (2011) The “Banking Secret”, the Right to Privacy, and the Banks’ Duty to 
Confidentiality. In: The Ethics of Banking. Issues in Business Ethics, vol 30. Springer, Dordrecht 
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keterangan  mengenai nasabah penyimpan dan simpananya serta nasabah 
investor dan investasinya . 
2.3.Pengaturan Rahasia Bank di Indonesia dan pengecualiannya. 
 
   Kerahasiaan  bank diatur dalam Undang-undang Nomor 10 tahun  1998 
yang diatur Pasal 40 sampai dengan Pasal 45 dan UU No 21 Tahun 2008 Pasal 
41sampai dengan Pasal 49.  Rahasia bank menurut Pasal 40 UU Nomor 10 
Tahun 1998 adalah keterangan nasabah mengenai nasabah penyimpan dan 
simpanannya. Pasal 41 UU No 21 Tahun 2008 mengatakan bahwa Bank dan 
Pihak terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan 
dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya.Hal ini berarti 
bahwa rahasia bank dalam hal ini hanya menyangkut  data nama nasabah dan 
jumlah simpanan sehingga diluar itu bukan merupakan rahasia bank.  Ruang 
lingkup rahasia bank  atau dapat dikatakan apakah prinsip rahasia bank 
dilaksanakan atau tidak oleh suatu bank dapat dilihat dalam beberapa tahap. 
Tahap I apakah informasi yang diberikan oleh bank itu termasuk dalam ruang 
lingkup rahasia bank. Tahap II apakah informasi tersebut disampaikan oleh 
pihak-pihak yang memang dilarang  oleh perundang-undangan yang berlaku . 
Tahap ketiga jika informasi tersebut termasuk ke dalam lingkup rahasia  bank , 
maka harus diteliti apakah pembukaan informasi tersebut tidak tergolong 




 Pengaturan rahasia bank di Indonesia  mempunyai perkecualian-perkecualian . 
UU No. 10 Tahun 1998 mengatakan bahwa kerahasiaan bank  di Indonesia 
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menganut sistem yang relatif dalam arti bahwa kerahasiaan bank yang 
berkaitan dengan data nasabah dan jumlah simpanannya dapat dibuka dengan 
alasan-alasan yang diperbolehkan oleh undang-undang
10
. Perkecualian-
perkecualian kerahasian bank tersebut terdapat pada Pasal 41, Pasal 41A, 
Pasal 42, Pasal 42A, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A UU Nomor 10 Tahun 
1998  yang mengatakan  bahwa  terdapat perkecualian-perkecualian
11
 terhadap 
rahasia bank antara lain : 
1. Untuk kepentingan pajak  maka kerahasiaan bank boleh 
diterobos  atas ijin dari Bank Indonesia atas permintaan Menteri 
Keuangan. 
2. Untuk kepentingan peradilan Pidana maka kerahasiaan bank 
dapat diterobos oleh pimpinan Bank Indonesia (ijin tertulis atas 
permintaan tertulis dari polisi, jaksa atau hakim). 
3. Untuk kepentingan Peradilan perdata antara bank dengan 
nasabahnya  maka kerahasiaan bank dapat diterobos dengan ijin 
dari Direksi bank (menginformasikan kepada pengadilan ). 
4. Untuk kepentingan tukar menukar informasi antar bank  maka 
kerahasiaan bank dapat diterobos atas ijin direksi bank 
(memberitahukan kepada pihak lain).  
5. Untuk kepentingan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara 
/Panitia urusan Piutang Negara  maka kerahasiaan bank dapat 
diterobos dengan ijin pimpinan Bank Indonesia (ijin tertulis atas 
permintaan tertulis dari kepala BUPLN/PUPN). 
6. Untuk Kepentingan Pihak yang ditunjuk oleh nasabah 
Penyimpan Panitia Urusan Piutang. Kerahasiaan bank dapat 
diterobos dengan ijin bank tersebut (atas permintaan persetujuan 
atau kuasa tertulis dari nasabah penyimpan ). 
 
UU No 21 Tahun 2008 juga mengatur tentang perkecualian perkecualian 
kewajiban bank dan pihak terafiliasi dalam pengungkapan rahasia bank yang 
diatur dalam Pasal 42 sampai Pasal 49 yaitu untuk kepentingan penyidikan 
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 Dalam sejarah Common Law, umpamanya, rahasia bank lahir dari hubungan kontrak antara bank dan 
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apabila Panitia Khusus DPR tentang Hak Angket Bank Century meminta penetapan 
pengadilan.(Kompas, 30 Januari 2010, Kerahasiaan Bank Dapat Ditembus, hlm 1) 
 10 
pidana, untuk kepentingan peradilan perdata, dalam perkara perdata antara bank 
dan  nasabahnya, dalam rangka tukar menukar informasi antar bank , dan atas 
permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan atau nasabah 
investor tersebut. 
 
1. 2. 4. Regulasi Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan 
Perpajakan Dalam Kaitannya dengan Rahasia Bank, Melanggar Prinsip 
Kerahasiaan ? 
 
Ketentuan UU No 9 Tahun 2017 dan peraturan pelaksaannaan yaitu Peraturan 
menteri keuangan RI No 70 dan 73/ PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis 
mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan   Perpajakan.
12
 Regulasi 
ini pada intinya berisi ketentuan-ketentuan tentang kewajiban Bank untuk 











                                                          
12  Kepentingan perpajakan  dan transparasni perbankan menjadi suatu faktor penerobosan kerahasiaan 
bank seperti yang terjadi di Swiss, seperti yang dikatakan Jane G.Song “ in this new era of tax and 
banking transparency, how Switzerland’s reputation will change in the long term remains to be seen”. 
Jane G. Song, The End of Secret Swiss Accounts?: The Impact of the U.S. Foreign Account Tax 
Compliance Act (FATCA) on Switzerland's Status as a Haven for Offshore Accounts, 35 Nw. J. Int'l 
L. & Bus. 687 (2015). http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njilb/vol35/iss3/4  diakses 




 Njangkung Sujarwadi ,Kementeriaan Keuangan , 2017. Implementasi UU No 9 Tahun Tahun 2017 



















1. Identitas Pemegang Rekening 
Keuangan; 
2. Nomor Rekening Keuangan; 
3. Identitas lembaga keuangan 
pelapor; 
4. Saldo atau nilai Rekening 
Keuangan; dan 


























Sesuai dengan kebutuhan 
















Subjek 1. Lembaga Jasa Keuangan (Perbankan, Pasar Modal, dan Perasuransian di bawah pengawasan OJK) 
2. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (selain Perbankan, Pasar Modal, dan Perasuransian di bawah pengawasan OJK) 













Pejabat/ tenaga ahli 
dilarang membocorkan, 
menyebarluaskan, 
memberitahu an ke pihak 
yang tidak berwenang 
Pidana kurungan dan pidana 
denda Pasal 41 KUP atas 
pelanggaraan kerahasiaan 
bagi Pejabat/ Tenaga Ahli 
Pelanggaran  
Pelanggaran: 
 Prosedur identifikasi Rekening Keuangan (khusus AEOI) 
 Dokumentasi (khusu AEOI) 










Lembaga keuangan termasuk lembaga perbankan diberikan kewajiban untuk 
memberikan  informasi keuangan secara otomatis ataupun karena permintaan 
kepada Direktorat jendral Pajak yang berisi informasi keuangan sesuai standar 
perjanjian internasional di bidang perpajakan untuk setiap rekening keuangan 
yang diidentifikasi sebagai rekening yang wajib dilaporkan. Lembaga jasa 
keuangan juga wajib menyampaikan laporan terkait informasi keuangan untuk 
kepentingan perpajakan yang dikelola oleh lembaga jasa keuangan tersebut 
selama satu tahun kalender. Laporan tersebut minimal memuat informasi 
mengenai a) identitas pemegang rekening, b) nomor rekening, c) identitas 
lembaga jasa keuangan, d) saldo rekening dan e) penghasilan yang terkait 
dengan rekening keuangan.  Regulasi ini memberikan kewenangan kepada  
Dirjen Pajak untuk secara langsung  meminta data informasi keuangan tanpa 
ijin dari OJK.  
Regulasi tersebut mencabut antara lain prinsip kerahasiaan bank yang dimuat 
dalam pasal 40 dan pasal 41UU No 10 Tahun 1998  dan Pasal 41 dan 42 UU 
No 21 Tahun 2008. Regulasi sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan 
akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan  berdasarkan undang – 
undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi.  
 Persoalannya   adalah kewajiban laporan yang harus dibuat oleh lembaga 
perbankan berisi minimal informasi  mengenai identitas pemegang rekening,  
nomor rekening, identitas lembaga jasa keuangan, saldo rekening dan 
  
12 
penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan yang hal ini merupakan 
obyek rahasia bank. Informasi tersebut merupakan obyek yang wajib 
























Penelitian ini merupakan penelitian hukum dalam ranah kajian yuridis 
normatif/doktrinal. Penelitian hukum doktrinal merupakan suatu upaya 
inventarisasi hukum positif, penemuan asas-asas dan dasar falsafah hukum 
positif serta upaya menemukan hukum inconrito. Penelitian hukum normatif 
adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum 
maupun doktrin doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Isu 
hukum yang ditemukan akan dikaji dalam tataran dogmatik hukum, teori 
hukum dan filsafat hukum. 
3.2.Jenis data 
Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder atau data kepustakaan 
atau bahan hukum. Bahan Hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder 
dan tersier. 
1. Bahan hukum primer, terdiri dari UUD 1945,  UU BI, UU Perbankan, UU 
Perbankan syariah, UU No 9 Tahun 2017. 
2. Bahan hukum sekunder, terdiri dari pendapat hukum yang diperoleh melalui 
buku-buku, majalah, internet, jurnal, makalah, hasil penelitian, opini para 
praktisi hukum dan ahli hukum. 
3. Bahan hukum tersier yang dipakai adalah kamus terdiri dari kamus bahasa 




Narasumber dalam penelitian ini adalah pakar dalam bidang hukum 
perpajakan dan hukum perbankan 
3.4.Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi 
pustaka baik terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan 
wawancara dengan narasumber yang akan melengkapi data sekunder. 
3.5.Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan 
Setelah data dikumpulkan maka tahap berikutnya adalah mengolah dan 
menganalisis data. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode 
pendekatan peraturan perundangan dan metode comparative . Semua bahan 
hukum yang ada yang didapat dari hasil penelitian  diperlukan untuk menjawab 
permasalahan. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan 
analisis kualitatif. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan 
menggunakan penarikan kesimpulan secara deduktif. 
    
 
 







BAB 4.  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
IV.1. Kewajiban Pemberian Informasi Data Nasabah oleh Bank Untuk      
Kepentingan Perpajakan Ditinjau Dari Prinsip Kerahasiaan Bank  
IV.1.1. Alasan lahirnya UU No 9 Tahun 2017 
Krisis Global tahun 2008 berdampak buruk bagi hampir seluruh Negara didunia 
dalam bentuk terjadinya perlambatan dan ketidakpastian perekonomian . Diperlukan 
pendanaan untuk dapat bangkit dari keterpurukan ekonomi karena krisis tersebut. 
Sumber penerimaan yang paling memungkinkan untuk dapat diraih adalah dari 
sector pajak. Indonesia merupakan Negara yang mempunyai jumlah penduduk yang 
banyak, sehingga cukup beralasan sector pajak sangat diharapkan dapat menopang 
pembiayaan pembangunanan. Dilain pihak sector pajak ini  mengalami banyak 
kebocoran berupa penggelapan pajak dan penghindaran pajak yang disebabkan 
salah satunya oleh keterbatasan akses informasi. Data menunjukkan Negara Swiss, 
Hongkong dan Singapore merupakan Negara yang menjadi tujuan tindkan tersebut 
seperti yang dilaporkan oleh BCG Global Wealth Market Sizing Database . Swiss, 
Hongkong & Singapore  were the top destination for offshore wealth 1n 2002 
14
(BCG Global Wealth Market Sizing Database, 2012). 
 Dalam upaya untuk mengatasai hal tersebut secara internasional Amerika 
Serikat menetapkan  Account Tax Compiliance Act (FATCA). Pengaturan ini 
                                                          




dimaksudkan untuk mengatasi upaya penghindaran pajak dan pengelakan pajak 
warga negaranya  melalui upaya penyembunyian asset di offshore financial center. 
     G20
15
 mempunyai kesepakatan dengan para anggotanya untuk meningkatkan 
kerjasama dalam bidang perpajakan . G20 kemudian memberikan kewenangan 
kepada OECD supaya dapat menyusun Model FATCA yang dapat diterapkan 
secara global 
 OECD bersama dengan Global Forum on Transparency Purposes menyusun 
common Reporting  Standar. Hal ini didukung oleh G20. 
 Selanjutnya Organisasi G20 bersepakat menerapkan Automatic Exchange of 
Financial Account Information (AEOI), berdasarkan CRS para anggotanya 
bersepakat untuk melaksanakan kesepakatan itu  pada tahun 2017 dan 2018. 
Indonesia sebagai salah satu anggota yang tergabung dengan G20 akan 
melaksanakan kesepakatan ini pada tahun 2018. 
Masa kerahasiaan perbankan untuk kepentingan perpajakan diakhiri pada bulan 
April 2009 ,pada perteuan G20 Leaderr’ London Summit.    
                                                          
15 The G20 led initiative has dramatically changed the environment within which tax 
administrations operate. The veil of secrecy, including bank secrecy, has been pierced. Tax 
administrations are now better equipped to deal with corporate vehicles, trusts, foundations 
and shell companies and with aggressive tax planning. They are moving beyond just 
exchanging information to exchanging real intelligence on schemes and trends in evasion and 
aggressive tax planning. Today tax administrations have far better and more timely acces to 
information  than in the past ( Organization For Economic Co-Operation and Development,  The 
G20/OECD process is Delivering Report, 26 October 2011, https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-




Kemudian Indonesia menjadi salah satu Anggota Global Forum on 
Transparency  and Exchange  of information for Tax Purposes. Pada Bulan 
November 2011 Indonesia menandatangi  Convention on Mutual 
Administrative Assistance in Tax Matters( MAC). Dalam perjanjian tersebut 
disepakati adanya pelaksanaan AEOI (pasal 6 MAC). Menindaklanjuti 
kesepakatan tersebut maka pada Bulan September 2013, para pemimpin G20 
melakukan pertemuan  G20 Leaders Saint Petersburg Summit. Pertemuan itu 
menghasilkan dukungan bagi OECD untuk menetapkan standar  Global untuk 
penerapan Automatic Exchange of Financial Account Information (AEOI). 
Selanjutnya dalam pertemuan para pemimpin G20 di Brisbane dalam G20 
Leader Brsbane Summit menetapkan kesepakatan untuk berkomitmen untuk 
melaksanakan AEOI secara resiprokal berdasarkan Common Reporting Standar 
(CRS) mulai tahun 2017  atau tahun 2018. Menindaklanjuti kesepakatan 
tersebut Indonesia kemudian menandatangani Multilateral Competent Authority 
Agreemen (MCAA).DAlam kesepakatan tersebut Indonesia berkomitmen untuk 
melaksanakan AEOI dalam bulan September 2018 ( Annex F MCAA). 
Dasar pertimbangan ekonomi dan   yuridis inilah yang melandasi 
dikeluarkannya Regulasi ini di Indonesia. 
100 NEG 
IV.1.2. Prinsip  Rahasia Bank Di Indonesia  yang bersifat Relatif 
Seperti diketahui terdapat  teori yang berkaitan dengan prinsip kerahasiaan 
bank.  Teori rahasia bank  yang bersifat absolut mengatakan bahwa  kewajiban 
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bank untuk merahasiakan data nasabah dan jumlah simpanan nasabah tidak 
dapat diterobos oleh alasan apapun kecuali oleh putusan pengadilan yang 
berkekuatan tetap. Sedangkan teori rahasia bank yang bersifat relative  
mempunyai pengertian bahwa  kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan 
bank dapat diterobos dengan alasan alasan yang dibenarkan oleh Undang –
Undang.  
Di Indonesia kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan bank  diatur dalam  
UU Perbankan dan  Perbankan Syariah. Pengaturan  kerahasiaan bank didalam 
kedua UU tersebut menganut sistim yang relative yang berarti bahwa kewajiban 
bank untuk menyimpan rahasia bank tersebut dapat diterobos dengan alasan 
alasan tertentu . Hal ini dapat ditunjukkan : 
1. Pengaturan Rahasia Bank dalam UU Nomor  7  Tahun 1992 Tentang 
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 1998  
mengandung  berbagai pengecualiaan antara lain: 
a. Pasal 41 A (Kepentingan PUPN /BUPLN) 
b. Pasal  42  (Kepentingan Peradilan Pidana) 
c. Pasal 43 (Perkara perdata bank dengan nasabah) 
d. Pasal 44 A ( Persetujuan / Kuasa Nasabah) 
2. Pengaturan  Rahasia Bank dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang 
Perbankan Syariah yang mengandung berbagai pengecualian antara lain: 
a. Pasal 43 (Kepentingan peradilan Pidana) 
b. Pasal 45 (perkara Perdata Bank Dengan Nasabah ) 
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c. Pasal 46 (Tukar menukar Informasi) 
d. Pasal 47 (Persetujuan /Kuasa Nasabah ). 
 Dalam melaksanakan ketentuan Undang –Undang maka diterbitkan PBI No 
2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin 
tertulis membuka Rahasia Bank. Didalam  pasal 5 dalam rangka kepentingan 
PUPN/BUPLN dan Pasal 6 untuk kepentingan Peradilan pidana. 
Dengan beralihnya kewenangan mengatur dan mengawasi lembaga keuangan dari 
Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan UU No 21 Tahun 2011 
Tentang Otoritas Jasa Keuangan maka pengecualian pengecualian kewajiban 
menjaga kerahasiaan bank oleh lembaga bank harus mendapatken ijin dari Otoritas 
Jasa Keuangan. 
Prinsip kerahasiaan bank di Indonesia yang bersifaf relatife juga dapat ditunjukkan 
dalam ketentuan berbagai peraturan perundangan di Indonesia   antara lain . 
1. UU No 28 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang. Dalam rangka  kepentingan pemeriksaan tindak pidana 
pencucian uang, penyidik, penuntut umun atau hakim berwenang meminta pihak 
pelapor  untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai harta kekayaan 
dari : a. orang yang  telah dilaporkan oleh PPATK kepada   penyidik ; b. 
Tersangka ; atau c. terdakwa. 
2. UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 
Pasal 12 huruf c dan d. Psal 12 huruf c dan d berbunyi : Dalam melaksanakan 
tugas, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam 
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Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang : Huruf c : meminta 
keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan 
keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa . Huruf d, 
memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir 
rekening yang diduga  hasil  dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak 
lain yang terkait. 
3. UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Didalam Pasal 80 huruf b,c,f dan g 
disebutkan bahwa : Penyidik BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga 
berwenang : huruf b : memerintahkan kepada pihak bank dan lembaga keuangan 
lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan  
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak 
lain yang terkait , Huruf c : Untuk mendapatkena keterangan dari pihak bank atau 
lembaga keuangan lainnya tentang keaadaan keuangan tersangka  yang sedang 
diperiksa, Huruf f : meminta  data  kekayaan dan data perpajakan tersangka 
kepada instansi terkait, Huruf g: menghentikan untuk sementara transaksi 
keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut 
sementara ijin, lisensi, serta konsensi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka 
yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada  hubungannya dengan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap  Narkotika dan precursor Narkotika yang 
sedang diperiksa 
 Dari ketiga ketentuan didalam ke tiga UU tersebut diatas  dapat dikaji bahwa : 
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1. Pemberian kewajiban kepada bank untuk  menyimpan  rahasia bank tidak 
bersifat absolut. Terdapat pihak pihak dalam Ketiga UU tersebut diatas  
yang diberi kewenangan untuk melakukan penerobosan rahasia bank  yaitu : 
a.    memberikan kewenagan kepada penyidik, penuntut umun atau  hakim 
untuk   kepentingan pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, untuk 
meminta pihak pelapor memberikan keterangan secara tertulis 
mengenai harta kekayaan dari : a. orang yang  telah dilaporkan oleh 
PPATK kepada   penyidik ; b. Tersangka ; atau c. terdakwa (UU No 28 
Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasa Tindak Pidana 
Pencucian Uang ).  
             b.     memberikan kewenangan kepada KPK dalam melaksanakan tugas, 
penyelidikan, penyidikan dan penuntutan  untuk meminta keterangan 
kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan 
keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa dan  
memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk 
memblokir rekening yang diduga  hasil  dari korupsi milik tersangka, 
terdakwa, atau pihak lain yang terkait. (UU No 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) 
  c.  Memberikan kewenangan kepada Penyidik BNN sebagaimana 
memerintahkan kepada pihak bank dan lembaga keuangan lainnya 
untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan 
dan  peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik 
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tersangka atau pihak lain yang terkait , Untuk mendapatkena 
keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang 
keaadaan keuangan tersangka  yang sedang diperiksa, meminta  data  
kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait, 
menghentikan untuk sementara transaksi keuangan, transaksi 
perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara ijin, 
lisensi, serta konsensi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka 
yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada  hubungannya 
dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap  Narkotika dan 
precursor Narkotika yang sedang diperiksa. (UU No 35 Tahun 2009 
Tentang Narkotika,) 
2.  Ketentuan dalam ketiga UU tersebut dikatakan merupaka pengecualian  
didalam pengaturan rahasia bank disebabkan bahwa kewenangan  yang 
diberikan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim, KPK dan 
Penyidik BNN untuk melakukan kewenagan dalam meminta 
keterangan yang merupakan ruang lingkup rahasia bank sebagaimana 
diatur dalam UU Perbankan maupun UU Perbankan Syariah tanpa 
harus melalui persetujuan Otoritas Jasa Keuangan 
 
 
IV.1.3. Pengaturan Rahasia Bank Di Negara Lain   
 
1. Pengaturan Rahasia Bank Di Cina  
      Pengaturan tentang rahasia bank di Negara Cina terdapat dalam peraturan –
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peraturan dibawah ini 
16
: 
a. The Administrative Regulation On Saving yang dipublish oleh The State 
Of Council dan diamandeman tahun  2010.
 
 
Dalam peraturannya mewajibkan lembaga keuangan untuk  menyimpan      
kerahasiaan nasabah bank (duty of Secrecy) kepada para nasabah 
deposannya.
 
b. .The General Rules Of Lending. Peraturan ini dipublish oleh People’s Bank 
Of China Tahun 1996.  Dalam Pasal 23  ayat 4 menyatakan bahwa  Pihak 
yang meminjamkan mempunyai kewajiban menyimpan kerahasiaan 
pinjaman, informasi keuangan, produksi dan operasional debitur . 
c .The Commercial Bank Of Law 
17
. Didalam pasal 29 dan 30 menagtakan 
:Commercial banks have a right to refuses requests of any institution or 
individual  to enquire about, freeze or deduct any saving account.
 
                                                          
16 Hu Ying (ed), “Bank Secrecy Symposium: Report of Proceedings”, Centre for 
Banking & Finance Law, Faculty of Law, National University of Singapore, March 
2015, report number CBFL-Rep-HY1  URL: 





 Disahkan oleh National People”s Conggres pada tahun 1995 dan diamandemen tahun 2003, Ibid. 
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        Dapat dikaji bahwa Bank komersial di Cina dikatakan didalam ketentuan 
itu mempunyai hak  untuk menolak, bukan mempunyai kewajiban untuk 
menyimpan rahasia bank nasabah . Artinya bahwa lebih menekankan pada 
hak daripada kewajiban bank. 
    d.    Chinesse Contract Law. Peraturan ini disahkan oleh  National People of 
Conggres Tahun 1999. Pasal 43 Peraturan itu mengatakan bahwa : a person  
may not disclose or improperly use trade secret  acquired in the course of 
negotiating a contract. 
Pengaturan di Cina dari uraian diatas dapat dikaji bahwa kewajiban 
merahasiakan data nasabah diatur didalam beberapa peraturan .  
Di Negara Cina kewajiban bank untuk merahasiakan data nasbah pun tidak 
bersifat absolut. Ini dapat dilihat dari : 
However, the bank’s duty of secrecy is not absolute. Exceptions to that duty can 
be found in a number of laws and rules, including, for example, Article 242 of 
the Chinese Civil Procedure Law, Article 142 of the Chinese Criminal 
Procedure Law, paragraph 6 of Article 54 of the Chinese Tax Collection Law, 
and paragraph 5 of Article 6 of the Chinese Customs Law. Of particular 
relevance is the Administrative Rules for Financial Institutions to Assist the 
Work of Inquiry, Freezing and Appropriation
 
issued by the People’s Bank of 
China in 2002. Under these Rules, an extensive list of competent authorities may 
request information from financial institutions, including (1) the people’s 
courts; (2) tax authorities; (3) customs; (4) people’s procuratorates; (5) public 
security authorities; (6) national security authorities; (7) military guard 
authorities; (8) prisons; (9) investigation authorities for smuggling; (10) 
supervisory authorities; (11) auditing authorities; (12) administrative 






Hal ini berarti bahwa kewajiban bank untuk menyimpan kerahasiaan data 
nasabah tidakalah bersifat absolut , hal ini ditunjukkan dari beberapa peraturan 
di Cina yang memberikan kewenangan kepada beberapa pihak  untuk meminta 
informasi dari lembaga keuangan .   
 2.Pengaturan Rahasia Bank  di Swiss diatur dalam Swiss Banking Act  1934. 19.  
According Conseil  Federal  (The Swiss Government ), Bank secrecy, whisch is 
the manisfestation in the banking field of the Swiss emphasis on personal privacy, 
was incorporated  as a provision in the Federal Banking Law (“FBL” of 1934) in 
order  to give additional protection to the victims of the Nazi regime . Bank 
secrecy, therefore , was never meant to illegal activities : on the contrary, it was 
enacted to safeguard personal liberties. This position was clearly reaffirmed by 
the Federal Council. 
20 when it presented a new version of the FBL to the Swiss  
Parliament in
21
  Maurice Aubert menambahkan . Indeed over the past decade thr 
scope and practical effort of banking secrecy have been so significancy reduced 
                                                          
18 Didasarkan pada presentasi dari Prof . Wang”s Hu Ying (ed), “Bank Secrecy Symposium: 
Report of Proceedings”, Centre for Banking & Finance Law, Faculty of Law, National University of 
Singapore, March 2015, report number CBFL-Rep-HY1   URL: 
http://law.nus.edu.sg/cbfl/pdfs/reports/CBFL-Rep-HY1.pdf , diakses tgl 24 juli 2018, pukul 8.06 WIB 
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 The Swiss Banking Act of 1934 [5] diundangkan dalam iklim volatil Eropa pra-Perang Dunia II, 
setelah Adolf Hitler dan Partai Nazi berkuasa di Jerman. Swiss memberlakukan undang-undang 
kerahasiaan bank setelah otoritas Nazi berusaha untuk menyelidiki dan menyita aset yang dimiliki di 
Swiss orang Yahudi dan "musuh negara". [6] [7] Undang-undang ini memungkinkan orang Yahudi 
dan orang lain melarikan diri dari Nazi Jerman tanpa kehilangan segalanya. Setelah memindahkan 
aset ke Swiss, pihak berwenang Swiss tidak diizinkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 
Jerman tentang siapa yang memiliki tempat di mana. Bahkan karyawan bank Jerman di Swiss tidak 
diizinkan untuk menjawab pertanyaan dari atasan mereka di Jerman. 
 
 
20 Olivier Dunant and Michele Wassmer, Swiss Bank Secrecy: Its Limits under Swiss and 










Pada tanggal 27 Mei 2015, Swiss menandatangani sebuah kesepakatan dengan UE 
yang akan menyelaraskan praktik bank Swiss dengan negara-negara Uni Eropa, dan 
pada akhirnya akan mengakhiri kerahasiaan khusus yang dimiliki klien bank sentral 
Swiss dari bank Swiss di masa lalu. Berdasarkan kesepakatan tersebut, baik Swiss 
dan negara-negara UE secara otomatis akan bertukar informasi mengenai rekening 
keuangan penghuni masing-masing dari tahun 2018.  
Ini menunjukkan bahwa ketentuan rahasia Bank di negara yang dikenal sangat  ketat 
dalam menjamin kewajiban bank dalam menyimpan informasi keuangan nasabah 
bank pun mempunyai perkecualian perkecualian  
 
IV.1.4 . Existensi prinsip kerahasiaan bank setelah terbitnya UU No.9 Tahun 2017 
Lembaga bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang ada beroperasi 
dengan dasar utama kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan seperti 
dikatakan oleh Ameera Alqayem, Banking operations based mainly on 
confidentiality are key to a bank's activities, either for the benefit of the bank, or in 
the interests of the client, or both. This results in mutual interests arising between 
banks and their clients. Several factors have contributed to the development of the 
concept of banking confidentiality, including geographical, political and ethical 
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 Maurice Aubert, 1984, The Limits Of Swiss Banking Secrecy Under Domestic and International 
Law, International Tax and Buisness Law , 







UU No 9 tahun 2017 mencabut ketentuan pasal 40 dan 41 UU No 10 Tahun 
1998 
24
dan pasal 41 dan 42 
25
UU No 21 Tahun 2008. Hal ini berarti bahwa 
                                                          
23 Ameera Alqayem.  2014,  The Banker Customer Confidential Relationship . Brunei 
Universitybura.brunel.ac.uk/bitstream/2438/11373/1/FulltextThesis.pdf, p 64,  
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 Pasal 40  UU No 10 Tahun 1998  berbunyi : 
 (1)  Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, 
kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 , Pasal 41A. Pasal 42, Pasal 43, 
Pasal 44, dan Pasal 44A.    
 (2)  Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.”    
Pasal 41 UU No 10 Tahun 1998 berbunyi : 
Pasal 41  
(1) Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan 
berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan 
memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah 
Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.”  
 
25 BAB VII  
RAHASIA BANK  
Bagian Kesatu Cakupan Rahasia Bank  
Pasal 41  
Bank dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan 
Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya.  
Bagian Kedua Pengecualian Rahasia Bank  
Pasal 2  
 (1)         Untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas 
permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank agar 
memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis serta surat mengenai keadaan 
keuangan Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor tertentu kepada pejabat pajak.  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ketentuan  mengenai pengertian rahasia bank dan pengecualian rahasia bank 
menjadi tidak berlaku.  
Menjadi pertanyaan , apakah  prinsip kerahasiaan menjadi tidak ada dalam 
hubungan bank dan nasabah di Indonesia.  
Bila dikaji dari ketentuan baik dalam  UU yang mengatur lembaga perbankan 
naik yang beroperasi secara konvensional maupun UU Bank syariah yang 
mengatur bank yang beroperasi secara syariah beserta penjelasan  
memberikan pengertian serta ruang lingkup rahasia bank.  Kedua UU yang 
berkaitan dengan Perbankan tersebut juga menentukan pengecualian 
pengecualian kerahasiaan bank dapat dibuka. UU tersebut memberikan 
pengecualian – pengecualian yang mengatur kerahasiaan bank tersebut dapat 
diterobos dengan alasan dan mekanisme mekanisme yang ditentukan .  
;’Didalam ketentuan UU No 9 Tahun 2017 dinyatakan bahwa ketentuan 
rahasia bank  tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan akses 
informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan . Hal ini dapat diartikan 
bahwa ruang lingkup rahasia bank yang diatur dalam UU No 10 Tahun 1998 
dan UU No 21 Tahun 2008 masih berlaku sepanjang tidak berkaitan dengan 
pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.  
                                                                                                                                                                  
 (2)          Perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan nama pejabat 




Regulasi Indonesia  sebelum Regulasi akses informasi keuangan untuk 
kepentingan perpajakan ini menganut prinsip kerahasiaan bank yang relative. 
Prinsip kerahasiaan bank yang relative berarti   rahasia bank antara bank dan 
nasabah dapat di terobos dengan alasan alasan tertentu. Regulasi Perbankan 
sebelum adanya regulasi akses informasi system keuangan untuk 
kepentingan perpajakan   mengatur bahwa kerahasiaan bank dan nasabah 
atas keterangan nasabah penyimpan dan simpanan dan investor dan 
investasinya antara lain untuk kepentingan pajak, untuk kepentingan 
peradilan pidana, untuk kepentingan peradilan perdata, untuk kepentingan 
tukar menukar informasi antar bank, untuk kepentingan Badan Urusan 
Piutang dan lelang Negara/Panitia Urusan Piutang negara  dan untuk 
kepentingan pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan. Kepentingan 
perpajakan merupakan satu kepentingan yang dapat menjadi alasan rahasia    
bank tersebut dapat diterobos atas ijin dari Bank Indonesia atas permintaan 
Menteri Keuangan. 
    Hal ini menunjukkan bahwa prinsip pengaturan rahasia bank di Indonesia 
tidaklah bersifat absolut. Yang menjadi berbeda setelah adanya Regulasi 
tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan  adalah 
bahwa Bank tidak diberikan kewajiban untuk merahasiakan  atas keterangan 
nasabah penyimpan dan simpanan , investor dan investasinya sepanjang 
berkaitan  dengan akses informasi keuangan untuk kepentingan pajak. 
Perbedaannya yang ada adalah bahwa pasca regulasi tentang akses informasi 
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keuangan untuk kepentingan pajak ini maka lembaga perbankan diberi 
kewajiban untuk memberikan laporan baik secara otomatis maupun 
berdasarkan permintaan ke Dirjen Pajak tidak perlu melalui OJK mengenai 
obyek yang harus  dilaporkan. Ruang lingkup rahasia bank yang berkaitan 
dengan pengertian, obyek dan pengecualian selain berkaitan dengan pajak 
masih berlaku dalam hubungan antara nasabah dan bank.  
 
IV.2. Hubungan Kerahasiaan Antara Bank dengan Nasabah Setelah  berlakunya 
UU No 9 Tahun 2017 . 
Berlakunya UU No 9 Tahun 2017  mencabut sejumlah ketentuan yang berkaitan 
dengan rahasia bank yang semula diatur dalam dalam sejumlah peraturan 
perundangan. Peraturan perundangan yang terkait dengan rahasia bank yang 
dicabut adalah Pasal 40 dan 41 UU No 10 Tahun 1998 dan Pasal 41  dan 42 UU 
No 21 Tahun 2008 .  
Uraian sebelumnya menagtakan  prinsip pengaturan rahasia bank di Indonesia 
tidaklah bersifat absolut. Yang menjadi berbeda setelah adanya Regulasi 
tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan  adalah 
bahwa Bank tidak diberikan kewajiban untuk merahasiakan  atas keterangan 
nasabah penyimpan dan simpanan, investor dan investasinya sepanjang 
berkaitan  dengan akses informasi keuangan untuk kepentingan pajak. 
Perbedaannya yang ada adalah bahwa pasca regulasi tentang akses informasi 
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keuangan untuk kepentingan pajak ini maka lembaga perbankan diberi 
kewajiban untuk memberikan laporan baik secara otomatis maupun 
berdasarkan permintaan ke Dirjen Pajak tidak perlu melalui OJK mengenai 
obyek yang harus  dilaporkan. Ruang lingkup rahasia bank yang berkaitan 
dengan pengertian, obyek dan pengecualian selain berkaitan dengan pajak 
masih berlaku dalam hubungan antara nasabah dan bank.  
Dapat dikaji bahwa hubungan kerahasiaan  bank dengan nasabah setelah UU 
No 9 Tahu 2017 masih berlaku selain yang berkaitan dengan akses informasi 
perpajakan . UU No 9 Tahun 2017 memberi kewajiban kepada lembaga 
perbankan untuk memberikan informasi keuangan nasabah yang merupakan 
ruang lingkup rahasia bank kepada Direktorat Jendral Pajak .  
Problematik permasalahan yang muncul adalah kerahasian bank  merupakan 
hubungan yang non kontraktual/implisit yang esensi yang sudah diterapkan 
sejak tahun 1967  dalam UU no 14 Tahun 1967. Adanya kewajiban bank untuk 
menyimpan  informasi keuangan nasabah yang ada dibank menjadi salah satu 
dasar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan .  Timbulnya UU 
No 9 Tahun 2017 ini menimbulkan kekhawatiran  terhadap kepercayaan 
masyarakat  terhadap lembaga perbankan. Prinsip ini merupakan prinsip yang 
menjiwai hubungan bank dan nasabah. Stabilitas system keuangan akan goyah 
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jika  bank tidak menganut prinsip kerahasiaan
26
. Jika informasi keuangan 
nasabah bank mudah dibocorkan ke pihak lain, masyarakat akan tidak percaya, 
malah mungkin terjadi rush. Selanjutnya bila ketidakpercayaan tersebut 
membuat bank  bermasalah, maka akan sangat mudah ke lembaga keuangan non 
bank yang lain. Bila ini terjadi akan sangat berbahaya bagi perekonomian suatu 
Negara . 
 
IV.2.1. Model pendekatan hubungan kerahasiaan bank (Implisit relationship vs 
Eksplisit relationship 
Nindyo Pramono mengatakan  bahwa di Inggris kewajiban  merahasiakan (Duty 
of Secrecy)  merupakan  kewajiban untuk  yang tersirat antara bank dengan 
nasabah (implied duties) dalam setiap perjanjian antara  nasabah dengan bank.
27
. 
Duty secrecy yang merupakan salah satu hubungan non-kontraktual selain 
hubngan kepercayaan dan hubungan kehati hatian yang dikenal dalam hubungan 
bank dengan nasabah tersebut mempunyai arti bahwa  tanpa didasarkan pada 
perjanjian tertulispun maka bank mempunyai kewajiban untuk menjaga 
kerahasiaan  informasi nasabah bank . Konsekwensi dari ketidak patuhan dalam 
pelaksanaan prinsip kerahasaan bank oleh bank tersebut adalah ketidakpercayaan 
masyarakat sebagai nasabah  terhadap lembaga perbankan. Hal ini sangat 
                                                          
26
 Nindyo Pramono, 2017, UU No 9 Tahun 2017 vs  Rahasia Bank , Seminar Nasional 
Implementasi UU No 9 Tahun 2017 , Dalam Perspektif Prinsip Kerahasiaan Bank  ,  UGM 
Yogyakarta, 28 November 2017. 
 
27
 Nindyo Pramono, 2017, UU No 9 Tahun 2017 vs  Rahasia Bank , Seminar Nasional 
Implementasi UU No 9 Tahun 2017 , Dalam Perspektif Prinsip Kerahasiaan Bank  ,  UGM 
Yogyakarta, 28 November 2017. 
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berbahaya bagi keberlangsungan operasional sebuah bank. Menjadi keharusan 
terhadap bank untuk megimplementasikan duty of secrecy begitu juga kewajiban 
non kontraktual lainnya secara baik.  
Belajar dari Negara maju  maka di Inggris yang berpendapat bahwa kerahasiaan  
bank tersebut tidak  hanya terbatas pada informasi  rekening nasabah tetapi 
mengenai semua informasi  yang berasal  dari rekening nasabah dan mengenai 
semua informasi  yang diperoleh bank  sebelum maupun sesudah terjadinya  
hubungan hukum  antara bank dengan nasabah .
28
 pemahaman cakupan rahasia 
bank di Inggris ini tentunya sangatlah luas dibandingkan dengan obyek rahasia 
bank di Indonesia. . Artinya di Negara Inggris, obyek pengaturan rahasia bank 
lebih luas dibandingkan dengan pengertian rahasia bank di Indonesia .   Di 
Negara Inggris maka pengadilan bersikap hati hati bila terdapat perkara 




1. Apabila pengungkapan tersebut diharuskan oleh hukum. (diatur oleh undang-
undang). 
2. Apabila bank berkewajiban untuk melakukan pengungkapan kepada 
masyarakat (alasan kepentingan umum), 
3. Apabila pengungkapan dikehendaki demi kepentingan bank. 
4. Apabila  nasabah memberikan persetujuannya. 







 Berdasarkan uraian diatas dapat dikaji  bahwa  sebelum berlakunya Perppu No 1 
Tahun 2017 yang kemudian menjadi UU No 9 Tahun 2017  Direktorat Jendral Pajak 
mempunyai keterbatasan akses ke lembaga keuangan yang berbentuk bank maupun 
yang bukan berbentuk bank. Setelah berlakunya Perppu No 1 Tahun 2017 yang 
kemudian menjadi UU No 19 Tahun 2017 maka  Lembaga keuangan baik yang 
berbentuk bank maupun yang bukan berbentuk bank mempunyai kewajiban untuk 
membuat laporan ke Direktorat Jendral Pajak  yang berisi  informasi keuangan yang 
sesuai dengan perjanjian Internasional di bidang perpajakan untuk setiap rekening 
keuangan yang  diidentifikasi sebagai rekening  yang wajib dilaporkan. Lembaga 
jasa keuangan juga diwajibkan untuk memberikan laporan terkait informasi 
keuangan untuk kepentingan perpajakan yang dikelola oleh lembaga jasa keuangan 
selama satu tahun kalender
30
.  Keadaan tersebut memang  akan menimbulkan 
gejolak dalam hubungan antara nasabah dengan bank, disebabkan kewajiban  bank 
untuk membuat laporan tentang informasi keuangan nasabah tersebut  tersebut , 
obyek informasinya bertentangan dengan ketentuan dalam UU Perbankan dan UU 
Perbankan Syariah . Disisi lain bahwa dapat dipahami bahwa pemberlakuan UU No 
9 Tahun 2007 tersebut didasarkan oleh kepentinagn yang lebih besar yang ditujukan 
untuk kesejahteraan masyarakat maka pemberlakuan UU No 9 tahun 2017 memang 
                                                          
30
 Laporan  yang harus disampaikan lembaga jasa keuangan termasuk lembaga perbankan  kepada 
Direktorat Jendral  Pajak  minimal  memuat informasi tentang : 
a.Identitas pemegang rekening. 
b. Nomor rekening. 
c. Identitas lembaga jasa keuangan. 
d. Saldo rekening. 
e. Penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan. 
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akan mempengaruhi hubungan bank dan nasabah karena informasi yang sebel 
umnya menjadi suatu kerahasiaan bank dan nasabah menjadi informasi yang wajib 
dilaporkan  oleh bank kepada Direktorat Jendral Pajak . 
Pengaruh buruk yang mungkin muncul dalam pemberlakuan kewajiban bank 
terhadap hubungan bank dan nasabah dapat  diminimalisasi dengan  metode 
pendekatan eksplisit dan metode pendekatan exsplisit. 
a. Metode Pendekatan Eksplisit. 
Metode pendekatan kepada nasabah bahwa kewajiban bank untuk 
melaporkan informasi keuangan nasabah  tersebut  harus  secara eksplisit 
dituangkan dalam setiap perjanjian tertulis yang mendasari hubungan hukum 
antara nasabah bank dengan bank. Hubungan hukum antara nasabah bank 
dengan lembaga perbankan bersumber dari perjanjian tertulis. Perjanjian 
pembukaan rekening bank , Perjanjian  Tabungan dalam bentuk deposito 
maupun bentuk lainnya , ataupun perjanjian kredit selalu didasarkan pada 
perjanjian tertulis antara bank dan nasabah. Perjanjian tersebut dinamakan 
perjanjian standar atau standar contract yaitu suatu perjanjian yang  isi dan 
bentuknya ditetapkan oleh satu pihak. Perjanjian standar adalah perjanjian 
yang sah menurut ketentuan pasal 1320 KUHPerdata . Perjanjian standar ini 
memang menimbulkan persoalan dikemudian hari jika bargaining position 
pihak nasabah dari aspek pengetahuan, pendidikan maupun pemahaman 
lebih rendah dari pada lembaga perbankan. Pihak nasabah yang mempunyai 
bargaining position yan lebih rendah diharuskan menandatangani perjanjian  
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yang sudah disiapkan oleh pihak bank . Dari aspek hukum  syarat sahnya 
perjanjian maka  pihak yang merasa dirugikan akibat perjanjian tersebut 
dapat memita pembatalan. Artinya jika tidak ada upaya pembatalan dari 
salah satu pihak , walaupun perjanjian tersebut dipaksakan kesepakatannya 
oleh salah satu pihak, perjanjian tersebut tetap dianggap sah. Permasalahan 
perjanjian standar dalam hubungan antara nasabah dengan lembaga 
perbankan  lebih banyak muncul pada nasabah kecil dari aspek nominal 
simpanan. Sedangkan nasabah dalam nilai nominal simpanan yang besar ( 
500 juta keatas ) akan lebih banyak diberikan kesempatan  untuk 
menentukan isi perjanjian , misalnya dalam penentuan tingkat suku bunga. 
Dalam kaitaanya dengan pemberlakuan kewajiban lembaga keuangan untuk  
melaporkan informasi keuangan kepada Direktorat Jendral perpajakan, maka 
kewajiban yang didasarkan pada undang undang tersebut harus 
diinformasikan kepada nasabah yang dituangkan dalam perjanjian antara 
nasabah dengan lembaga perbankan. Jika perjanjian tersebut sudah disiapkan 
oleh lembaga perbankan, maka terdapat kewajiban kepada lembaga 
perbankan untuk memastikan bahwa pemberian informasi tersebut dapat 
diterima oleh nasabah. Sehingga menimbulkan kesadaran bagi nasabah 
dalam menentuka penggunaan lembaga bank sebagai alternative jasa 





B. Metode pendekatan implisit  
Hubungan kerahasiaan merupakan salah satu hubungan antara nasabah  dengan 
lembaga perbankan yang tidak dituangkan dalam bentuk tertulis tetapi menjiwai 
hubungan bank dengan nasabah . Roh hubungan nasabah dengan bank ini tidak 
kalah pentingnya dengan hubungan bank dengan ansabah yang dituangkan 
dalam bentuk tertulis . Artinya  konsekwensi implementasi dari kewajiban 
pelaporan tersebut adalah  terdapatnya jaminan  amannya informasi keuangan 
nasabah yang dipegang oleh pihak bank dan juga pihak direktorat jendral pajak 
terhadap penyalahgunaan informasi ini baik dari dalam lembaga tersebut 
ataupun dari pihak lain untuk kepentingan sendiri. Penyalahgunaan  informasi 
keuangan nasabah  oleh pihak bank atau pihak Direktorat Jendral Pajak akan 
dapat membahayakan hubungan kepercayaan (confidential relationship) yang 
merupakan hubungan non kontraktual yang menjadi dasar utama beroperasinya 
suatu bank . Bank tidak akan dapat berdiri tanpa kepercayaan masyarakat 














1.  Prinsip kerahasiaan bank di Indonesia menganut teori rahasia bank yang  
bersifat relatitive . Setelah adanya Regulasi tentang Akses Informasi 
Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, Bank tidak diberikan kewajiban 
untuk merahasiakan  atas keterangan nasabah penyimpan dan simpanan , 
investor dan investasinya sepanjang berkaitan  dengan akses informasi 
keuangan untuk kepentingan pajak.. Lembaga perbankan diberi kewajiban 
untuk memberikan laporan baik secara otomatis maupun berdasarkan 
permintaan ke Dirjen Pajak tidak perlu melalui OJK . Ruang lingkup rahasia 
bank yang berkaitan dengan pengertian, obyek dan pengecualian selain 
berkaitan dengan pajak masih berlaku dalam hubungan antara nasabah dan 
bank.  Berkaitan dengan itu maka kewajiban pemberian informasi data 
nasabah oleh bank untuk kepentingan perpajakan tidak melanggar prinsip 
rahasia bank . 
2.  Hubungan kerahasiaan  bank dengan nasabah setelah UU No 9 Tahu 2017 
masih berlaku selain yang berkaitan dengan akses informasi perpajakan . UU 
No 9 Tahun 2017 memberi kewajiban kepada lembaga perbankan untuk 
memberikan informasi keuangan nasabah yang merupakan ruang lingkup 




1. Lembaga perbankan perlu menerapkan metode pendekatan eksplisit dan implisit 
dalam implementasi prinsip kerahasiaan bank dalam menjaga kepercayaan 
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